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RINGKASAN

Di bawah Presiden Jokowi, pendekatan Indonesia terhadap persengketaan-
persengketaan Laut Cina Selatan telah beralih dari pendekatan pemain aktif
yang berusaha mencari penyelesaian damai atas persengketaan-
persengketaan yang lebih luas menjadi pendekatan yang utamanya
berfokus pada melindungi kepentingan-kepentingannya sendiri di sekitar
Kepulauan Natuna sambil tidak menimbulkan rasa tidak senang Tiongkok.
Pergantian posisi Indonesia telah didorong oleh peningkatan pelanggaran-
pelanggaran batas oleh Tiongkok di sekitar Kepulauan Natuna, kurangnya
minat Jokowi pada diplomasi regional, dan tujuan Jokowi untuk menarik
investasi Tiongkok untuk proyek-proyek infrastruktur pentingnya.

Pendekatan Indonesia yang lebih unilateral menyebabkan negara-negara
lain di Asia Tenggara menjadi lebih terisolasi dan rentan terhadap tekanan
diplomasi Cina daripada sebelumnya, saat berada di bawah pendahulu
Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini mengurangi kemungkinan-
kemungkinan adanya tindakan bersama oleh pemerintah-pemerintah
negara-negara Asia Tenggara yang ingin menangkis tekanan Tiongkok yang
lebih lanjut, sehingga menyebabkan persaingan yang lebih sengit antara
negara-negara besar di wilayah tersebut. Namun, pendekatan Jokowi
terhadap Laut Cina Selatan dan minatnya pada hubungan-hubungan yang
lebih baik dengan Beijing dapat memburuk, jika Tiongkok tidak menepati
janji-janjinya dalam bidang investasi, bersikap terlalu asertif di sekitar
Kepulauan Natuna, atau mengambil sikap mau melakukan intervensi dalam
perlindungan etnis Tionghoa di Indonesia dari kekerasan massa.
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Pada tanggal 17 Juni 2016, sebuah kapal korvet kecil Angkatan Laut
Indonesia, KRI Imam Bonjol, menghadapi setidaknya tujuh kapal nelayan
dan dua Kapal Pengawas Pantai Tiongkok (Chinese Coast Guard) yang
jauh lebih besar di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dekat
Kepulauan Natuna yang terpencil.' Kepulauan Natuna merupakan ujung
paling utara kepulauan Indonesia di bagian ini, terletak antara Kalimantan
dan Semenanjung Malaysia, merentang hingga ke ujung selatan Laut Cina
Selatan. Negara-negara tetangga sudah sejak lama mengakui perairan di
bagian utara Kepulauan Natuna sebagai bagian dari ZEE Indonesia, namun
Kementerian Luar Negeri Tiongkok telah menyiratkan sejak tahun 1990-an
— dan untuk pertama kalinya pada tahun 2016 menyatakan secara terbuka
— bahwa wilayah perairan tersebut adalah “daerah penangkapan ikan bagi
Tiongkok dari dulu” (“traditional Chinese fishing grounds”).?

KRI Imam Bonjol mengejar dan, setelah melepaskan tembakan-tembakan
peringatan, mengamankan salah satu kapal nelayan serta menahan para
awak kapalnya karena mereka menangkap ikan secara ilegal, sebelum
kembali ke markasnya yang sudah kumuh di Ranai di pulau Natuna Besar.
Insiden tersebut adalah kejadian terakhir dari serangkaian pertemuan pihak
berwenang Indonesia dan kapal-kapal Tiongkok di wilayah tersebut.
Walaupun Kapal Pengawas Pantai Tiongkok tidak mengambil risiko
terjadinya konfrontasi dengan berusaha mencegah penahanan tersebut,
namun seperti yang terjadi pada insiden serupa pada bulan Maret 2016,
Kementerian Luar Negeri Tiongkok melakukan protes dengan keras dan
terbuka keesokan harinya.’

Pada 23 Juni 2016, Presiden Indonesia Joko Widodo, yang lebih suka
dikenal dengan nama pendek Jokowi, terbang ke Ranai, pertama kalinya
seorang presiden Indonesia berkunjung ke Natuna Besar. Dengan
mengenakan jaket bomber, ia menaiki KRl Imam Bonjol, yang dinamai
dengan nama seorang pahlawan anti kolonial pada abad ke-19, dan ia
mengadakan rapat kabinet terbatas di sana. Di situlah, mereka
mendiskusikan perkembangan bidang pertahanan dan ekonomi wilayah
tersebut, yang kaya akan ikan dan gas alam.*

Kunjungan Jokowi ke Natuna dimaksudkan untuk mengirim sinyal ke
pemimpin Tiongkok di Beijing bahwa Indonesia akan melindungi hak-hak
kedaulatannya di ZEE-nya, jika perlu dengan kekerasan. Di dalam dan di
luar Indonesia, para analis yang mengkritik tindakan Tiongkok di Laut Cina
Selatan memuji langkah yang mereka sebut sebagai dikeraskannya
pendekatan Indonesia dalam hubungannya dengan Tiongkok.®

Namun seperti yang ditunjukkan oleh analisis ini, kunjungan Jokowi
mengaburkan sikap yang lebih akomodatif yang telah diambil oleh
pemerintahannya terhadap Tiongkok selagi mengejar investasi Tiongkok
pada bidang infrastruktur. Walaupun Jokowi telah menyatakan retorikanya
yang tegas tentang hak-hak kelautan, Indonesia berusaha agar dalam
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kampanyenya melawan penangkapan ikan liar, mereka tidak membidik
kapal-kapal Tiongkok; dan dalam diplomasi regionalnya, pemerintahan
Jokowi berusaha sebaik-baiknya untuk memastikan agar mereka tidak
menyinggung perasaan pihak Beijing. Posisi Indonesia ini penting, karena
sebagai negara terbesar dan berpopulasi terbanyak di Asia Tenggara,
Indonesia telah sejak dulu dianggap sebagai yang paling berpengaruh di
antara negara-negara di Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara
(ASEAN), yang memimpin diplomasi penting wilayah tersebut dalam isu-isu
seperti sengketa-sengketa Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, perubahan
sekecil apa pun dalam pendekatan Indonesia dapat berakibat luar biasa
besar bagi wilayah tersebut.

Analisis ini  mengusut dinamika geografis, hukum, dan sejarah
persengketaan antara Tiongkok dan Indonesia di Laut Cina Selatan. Analisis
ini menempatkan dinamika-dinamika ini di dalam konteks kebijakan luar
negeri Jokowi yang lebih luas dan fokusnya pada investasi infrastruktur.
Analisis ini menguraikan secara detail cara-cara yang telah diusahakan
Indonesia agar tidak menyinggung perasaan pihak Beijing dalam isu-isu
penangkapan ikan ilegal dan diplomasi regional mengenai Laut Cina
Selatan. Analisis ini memeriksa tiga alasan mengapa pendekatan baru
Jokowi mungkin tidak akan bertahan lama. Akhirnya, analisis ini menyatakan
bahwa perubahan dalam pendekatan Indonesia telah berakibat negatif pada
kestabilan regional dan kepentingan-kepentingan jangka panjang Indonesia.

TETANGGA-TETANGGA BARU: INDONESIA DAN
TIONGKOK DI SEKITAR NATUNA

Selagi klaim dan tindakan Tiongkok di Laut Cina Selatan telah menyentuh
semua negara di sepanjang pesisir perairan tersebut, persengketaan
Tiongkok dengan Indonesia seringkali tertutupi oleh sengketa-sengketa
yang lebih meresahkan dengan negara-negara yang lebih dekat dengan
daratan Tiongkok, terutama Filipina dan Vietnam.

INDONESIA DAN GARIS PUTUS-PUTUS TIONGKOK

Sama seperti sengketa-sengketa wilayah lain di Laut Cina Selatan, awal
mula persengketaan saat ini antara Tiongkok dan Indonesia dapat
ditemukan pada peta ‘terkenal’ yang dibuat oleh para diplomat Tiongkok
Nasionalis pada tahun 1947 yang mencantumkan garis putus-putus yang
mengelilingi sebagian besar Laut Cina Selatan. Letak geografi garis putus-
putus pada peta-peta Tiongkok berbeda-beda. Namun, pada setiap versi,
salah satu dari garis putus-putus tersebut saling menyilang dengan batas
utara dari wilayah ZEE Indonesia di utara Kepulauan Natuna, sekitar 1400
kilometer dari daratan Tiongkok.® Perairan di wilayah yang dipersengketakan
tersebut adalah wilayah perikanan yang penting dan dasar laut di bawahnya
merupakan sumber cadangan-cadangan gas alam yang besar.’

Pihak Beijing tidak pernah memberikan penjelasan yang jelas tentang sifat
klaim yang disiratkan oleh garis putus-putus tersebut. Pernyataan-
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pernyataan pihak Tiongkok yang paling ekspansif telah menyiratkan bahwa
garis putus-putus tersebut menunjukkan suatu klaim pada suatu perairan
teritorial, atau pada suatu ZEE. Pernyataan-pernyataan lain telah
menyiratkan bahwa garis tersebut hanyalah garis panduan yang
menggambarkan klaim-klaim Tiongkok atas hak-hak penangkapan ikan di
dalam garis tersebut, atau atas pulau-pulau dan bebatuan di dalamnya,
namun tidak pada hak-hak kelautan terpisah apa pun.® Tidak seperti negara-
negara lain di wilayah tersebut yang terkena dampak garis putus-putus
Tiongkok, Tiongkok dan Indonesia tidak berselisih mengenai kedaulatan
atas daratan apa pun. Oleh karenanya, bagi Indonesia, klaim-klaim kelautan
Tiongkok di dalam garis putus-putus itulah masalah utamanya.

Para pejabat Indonesia telah berulang kali meminta Tiongkok memperjelas
sifat garis putus-putus itu sejak mereka pertama kali mengetahui pada tahun
1993 bahwa garis itu mencakup bagian dari ZEE Indonesia.’ Pada bulan Juli
2010, Indonesia menulis dalam catatan verbal (note verbale) kepada
Sekretaris Jenderal PBB bahwa garis tersebut “jelas-jelas tidak memiliki
basis hukum internasional”’, dan bahwa garis tersebut menimbulkan risiko
pembalikan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum
Kelautan atau United Nations Convention on the Law of Sea (UNCLOS). "
Namun, pada umumnya Indonesia telah berpendapat bahwa, karena
berdasarkan hukum internasional klaim apa pun atas hak-hak kelautan
seperti perairan teritorial, ZEE, atau hak penangkapan ikan tidak dapat
disahkan tanpa adanya suatu acuan kepada daratan, dan karena tidak ada
persengketaan antara Tiongkok dan Indonesia mengenai kedaulatan atas
daratan, sikap yang paling baik adalah mengabaikan adanya garis tersebut.
Telah ada sebuah konsensus di Jakarta bahwa memperkarakan garis
tersebut akan memberikan pengesahan yang sebenarnya tidak layak
didapatkan."’

Indonesia memperoleh manfaat utama dari keengganannya mengakui garis
putus-putus itu: sikap ini memungkinkan Indonesia untuk memperlakukan
ketidaksepakatan apa pun yang muncul akibat tindakan Tiongkok di wilayah-
wilayah yang tumpang tindih itu sebagai hal yang tidak berhubungan dengan
sengketa-sengketa negara-negara lain di kawasan itu akibat garis putus-
putus pihak Beijing. Oleh karena itu, Indonesia menyatakan bahwa
Indonesia tidak ikut menggugat dalam persengketaan-persengketaan Laut
Cina Selatan yang lebih luas. Ini adalah status yang telah lama dikatakan
para pejabat Indonesia memungkinkan Indonesia memainkan peran
sebagai “perantara yang tidak memihak” (“honest broker’) dalam negosiasi
mengenai sengketa-sengketa tersebut, contohnya dengan menjadi tuan
rumah “lokakarya-lokakarya” informal tentang isu-isu tersebut dari tahun
1990 hingga 2014." Akan tetapi, setelah lebih dari seperempat abad, masih
belum jelas apa hasil dari jasa-jasa Indonesia dalam negosiasi-negosiasi
ini."* Terlebih lagi, keengganan Indonesia untuk menantang adanya garis
putus-putus itu secara lebih terbuka melemahkan upaya-upaya internasional
untuk mendorong mundur klaim-klaim Tiongkok yang cenderung meluas,
meskipun keengganan ini memungkinkan Indonesia menghindari
perbincangan-perbincangan sulit dengan Tiongkok.
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KEPENTINGAN INDONESIA DI WILAYAH PERAIRAN LAUT CINA SELATAN SEMBILAN GARIS PUTUS

Tiongkok bell Karifikasi wilayah fik
Konfrontasi antara kapal militer dan penegak hukum Tiongkok dengan Indonesia terkait wilayah juridiksi di sekitar d:ira?mckep:,‘:‘mk:sr:,gaka;;”ﬁ,\:;,':y,;m:ﬁfjelmr::gixgxan
Pulau Natuna di Laut Cina Selatan telah terjadi beberapa kali sejak tahun 2010 dan sebanyak tiga kali pada tahun 2016. st kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2009,
Indonesia mengklaim wilayah perairan tersebut, sesuai dengan hukum internasional, sebagai bagian dari Zona Ekonomi ...~ Tiongkok menyertakan sebuah peta yang secara samar

Eksklusif (ZEE) Indonesia, namun bagi Tiongkok wilayah ini dianggap sebagai area pemancingan sejak lama. ... g‘e:r?;;fg:;ahf';"”:sml:;‘c‘:g&:gjtpmutel;sc-af:ziahb:r;l;eip;\;‘;ulrlu{‘aﬂg
wilayah perairan Laut Gina Selatan dan memiliki batas yang
tupipang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif serta klaim landas
Penua yang sah dari pesisir negara lain. Bahkan garis putus ketiga
berpotongan dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

TAMBANG GAS NATUNA TIMUR

Merupakan salah satu tambang gas terbesar di dunia,
namun hanya akan dapat mendatangkan keuntungan dalam

55 S N M = penyulingan apabila harga minyak dunia di atas 100 Dollar per
barrel, hal ini disebabkan oleh tingginya kandungan CO, dalam:

gas tersebut. Narmun demikian, Jokowi tetap bersikéras agar

ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

tambang gas Natuna Timur terus dikembangkan.

INSIDEN YANG MELIBATKAN KAPAL TIONGKOK DAN INDONESIA

5 @ 5 Mei 2010 - Pelgpasan secara paksé kapal penangkap
BRUNAI DARUSSALAM a ikan T\or\gkok dari pemermlah Indonesia setelah
peristiwa pengejaran dalam ZEE.

22 Juni 2010 - Pelepasan secara paksa kapal penangkap
ikan Tiongkok dari tangan pemerintah Indonesia.

_/ C:) 26 Maret 2013 - Pelepasan secara paksa kapal penangkap

NATUNA BESAR ikan Tiongkok dari tangan pemerintah Indonesia.

© RANAI

19 Maret 2016 - Penangkapan kapal penangkap ikan
T Tiongkok, yang selanjutnya kapal tersebut ditarik oleh
I pihak penegak hukum Indonesia.

WILAYAH PERAIRAN INDONESIA L
@) 20 Maret 2016 - Upaya pembebasan oleh penjaga pantai
Tiongkok terhadap kapal penangkap ikan yang sehari
) sebelumnya ditahan oleh pihak Indonesia, yang kemudian

% mengakibatkan kapal tersebut dibebaskan secara paksa.

Q 28 Mei 2016 - Penangkapan kapal Tiongkok setelah
peristiwa pengejaran dalam ZEE.

Q 16 Juni 2016 - Penangkapan kapal Tiongkok oleh
pemerintah Indonesia

SUMBER: KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM), KEMENTERIAN PERIKANAN DAN KELAUTAN; KOMPAS WWW.LOWYINSTITUTE.ORG

KONFRONTASI DI LAUT

Setidaknya dalam tiga peristiwa pada tahun 2010 dan 2013, kapal-kapal
Indonesia yang berupaya untuk menahan kapal-kapal penangkap ikan
Tiongkok di Laut Cina Selatan diperintahkan oleh kapal-kapal penegak
hukum Tiongkok untuk melepaskan kapal-kapal Tiongkok yang ditahan
Indonesia. Ketika menanggapi perilaku mengancam kapal-kapal Tiongkok
itu, kapal-kapal Indonesia menurut." Kapal-kapal Tiongkok telah terus
memancing di ZEE Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, dan pada bulan-
bulan terakhir ini kapal-kapal itu telah disertai oleh Kapal-Kapal Pengawas
Pantai Tiongkok, sama seperti insiden pada 2010 dan 2013. Tiga
konfrontasi antara kapal-kapal Indonesia dan Tiongkok pada tahun 2016
patut diperhatikan.

Pertama, pada tanggal 19 Maret 2016, sebuah kapal Kementerian Kelautan
dan Perikanan Indonesia menangkap kapal pemukat Tiongkok yang
menangkap ikan di ZEE Indonesia. Kapal tersebut mengejar, melepaskan
tembakan peringatan, dan mengamankan kapal pemukat itu, serta
menyeretnya kembali ke dermaga. Waktu kedua kapal tersebut mendekati
perairan teritorial Indonesia hampir 12 jam sesudahnya, sebuah Kapal
Pengawas Pantai Tiongkok yang besar muncul di kaki langit, menuntut agar
kapal pemukat itu dilepaskan. Saat kapal Indonesia tidak menurut, kapal
pengawas Tiongkok menabrak kapal Tiongkok yang sedang ditarik,
sehingga memaksa aparat Indonesia untuk melepaskannya."®

Para diplomat Tiongkok menelepon para pejabat di Jakarta untuk mendesak
agar Indonesia merahasiakan insiden ini, akan tetapi, sebelum rekannya
dari Kementerian Luar Negeri dapat menghentikannya, Menteri Kelautan
dan Perikanan Indonesia, Susi Pudjiastuti menggelar konferensi pers untuk
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membeberkan rincian insiden tersebut.”® Ini merupakan peningkatan dari
insiden-insiden sebelumnya pada 2010 dan 2013, saat Indonesia
memutuskan untuk tidak mempublikasikan konfrontasi-konfrontasi tersebut.
Publikasi peristiwa ini mengakibatkan adanya tekanan politik di dalam negeri
agar Indonesia mengambil sikap yang lebih tegas terhadap penangkapan
ikan ilegal oleh Tiongkok.

Sebagai tanggapan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu
mengumumkan rencana-rencana untuk mengirim tiga kapal fregat, lima jet
tempur F-16, dan satu batalion tentara ke Ranai, dan berkata demikian
kepada para reporter: “Natuna adalah sebuah pintu; jika pintu tidak dijaga,
maka maling-maling akan masuk.””” Indonesia juga melayangkan protes
diplomatik keras yang kurang terkoordinasi, ketika menteri perikanan,
menteri luar negeri, dan menteri pertahanan semuanya mengumumkan
bahwa mereka akan memanggil duta besar Tiongkok. Pada penjelasannya,
Tiongkok menyatakan bahwa wilayah tersebut merupakan “zona
penangkapan ikan Tiongkok sejak dulu” (“traditional Chinese fishing zone”),
sebuah klaim yang mengakibatkan protes-protes lanjutan dari pihak
Jakarta."

Tetapi, para pejabat Indonesia juga menunjukkan tanda-tanda kehati-hatian,
dengan adanya arahan Jokowi pada menteri koordinator bidang politik,
hukum dan keamanan, Luhut Panjaitan, untuk mengingat bahwa Tiongkok
adalah “sahabat Indonesia”’, dan mengirimnya ke Beijing enam minggu
sesudahnya untuk menghadiri rapat-rapat mengenai persengketaan
tersebut dan investasi Tiongkok." Saat kembali, Luhut berupaya untuk
melemahkan gagasan adanya pelanggaran, dengan memberi tahu para
reporter bahwa Indonesia akan berupaya untuk bekerja sama dengan
Tiongkok dalam bidang perikanan di sekitar Natuna.?

Hanya beberapa minggu setelah kepulangan Luhut, pada tanggal 27 Mei,
kapal fregat Angkatan Laut Indonesia KRI Oswald Siahaan memergoki
sebuah kapal pemukat Tiongkok di lokasi serupa, dan sekali lagi mengejar
dan melepaskan tembakan-tembakan peringatan sebelum menahan
delapan nelayan dan mengamankan kapal tersebut persis di bagian timur
dari batas ZEE Indonesia.?’ Kali ini, kapal-kapal pengawas Tiongkok
terdekat tidak melakukan intervensi, walaupun setelah itu Kementerian Luar
Negeri Tiongkok memprotes penahanan tersebut.? Insiden 17 Juni, yang
diceritakan pada bagian pendahuluan analisis ini, terjadi tiga minggu
sesudahnya. Jokowi melakukan kunjungan kedua ke Ranai untuk
penutupan latihan tempur Angkatan Udara berskala besar di bulan
Oktober.?

Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan kepada para reporter di
bulan September 2016 bahwa belum ada lagi penyusupan-penyusupan oleh
kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok ke dalam ZEE Indonesia sejak
insiden 17 Juni tersebut, yang mungkin menunjukkan bahwa langkah-
langkah yang diambil Indonesia telah memberikan efek pencegahan.?
Mungkin pula pergerakan nelayan Tiongkok dan kapal-kapal pengawalnya
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bersifat musiman. Dari enam insiden antara kapal Indonesia dan Tiongkok
yang diketahui, empat insiden terjadi saat masa larangan penangkapan ikan
oleh Tiongkok di bagian utara Laut Cina Selatan dari pertengahan Mei
hingga 1 Agustus. Beberapa akademisi berpendapat bahwa larangan itu
mendorong para nelayan Tiongkok ke selatan hingga ke Kepulauan Spratly,
dan logika yang sama dapat berlaku pada Kepulauan Natuna.?

PERUBAHAN-PERUBAHAN PADA KEBIJAKAN LUAR
NEGERI INDONESIA DI BAWAH KEPEMIMPINAN
JOKOWI

Demi melindungi kemerdekaan dan integritas teritorialnya, Indonesia pada
umumnya telah berupaya untuk mengelola penyebaran kewenangan di Asia
Tenggara. Mantan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, menyebut
strategi ini sebagai suatu “keseimbangan dinamis”, dan melalui strategi ini
Indonesia akan berusaha untuk menggeser beban diplomasinya antara
Tiongkok dan Amerika Serikat untuk mempertahankan keseimbangan di
antara kedua negara itu.”® Dengan demikian, Indonesia telah lama berusaha
untuk menghindari persepsi bahwa Indonesia telah bersekutu terlalu dekat
baik dengan Amerika Serikat maupun Tiongkok, meski langkah ini berarti
mengambil sikap-sikap yang terlihat tidak konsisten dengan kepentingan
Indonesia sendiri dalam isu-isu tertentu.

Dalam hubungannya dengan persengketaan Laut Cina Selatan, hal ini
berarti bahwa seiring dengan meningkatnya kekhawatiran AS akan
persengketaan ini, yang dimulai dengan intervensi Menteri Luar Negeri AS
Hillary Clinton di Forum Regional ASEAN di Hanoi pada tahun 2010,
semakin kecil kemungkinan Indonesia berpihak pada posisi-posisi AS dalam
isu tersebut, walaupun jika hal ini dilakukan, langkah ini akan dapat
menguntungkan Indonesia. Misalnya, pendahulu Jokowi, Susilo Bambang
Yudhoyono, menampik permohonan Tiongkok agar Laut Cina Selatan
jangan dimasukkan ke dalam agenda Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur
pada 2011 di Bali — namun ia juga menolak saran-saran AS agar ia
memfasilitasi pertemuan itu dengan cara yang mengisolasi pihak Beijing,
walaupun ia sendiri khawatir akan perilaku Tiongkok.?’

Akan tetapi, seiring dengan kontinuitas ini, ada pula perubahan-perubahan
penting pada pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia di bawah
kepemimpinan Jokowi, yang mempengaruhi cara Indonesia memandang
kepentingan-kepentingannya terkait negara-negara besar itu, dan
kepentingan-kepentingannya di Laut Cina Selatan.

Yudhoyono menjadi presiden pada tahun 2004 disertai oleh minat yang
sudah lama ada dan pengalaman yang banyak dalam urusan luar negeri.
Selama sepuluh tahun masa jabatannya, ia berusaha untuk menaikkan
kedudukan Indonesia di pentas dunia dan meningkatkan hubungan
Indonesia dengan negara-negara asing. Yudhoyono menyokong kebijakan
“seribu kawan, nol musuh” (“thousand friends, zero enemies”) dan
“kebijakan luar negeri segala arah” (“all directions foreign policy”).?®
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Menjelang akhir masa jabatannya, sejumlah tokoh masyarakat Indonesia
mulai menyuarakan kritik atas kebijakan luar negeri Yudhoyono. Menurut
mereka, Indonesia telah menjadi lemah di bawah kepemimpinan
Yudhoyono, yang diplomasi ‘keliling dunia menghadiri konferensi tingkat
tinggi’-nya dikatakan hanya sekedar perjalanan memuaskan ego. Beberapa
pengritik bahkan menyiratkan bahwa ia telah berupaya agar tidak
menyinggung pemerintah-pemerintah asing agar terus dipuji oleh mereka,
dengan mengutip, misalnya, penolakannya untuk memerintahkan eksekusi
para pengedar narkoba asing selama bertahun-tahun sesudah dakwaan
dijatuhkan, dan kegagalan dalam melindungi para pekerja migran Indonesia
di luar negeri.?®

Tidak seperti Yudhoyono, Jokowi menduduki jabatan ini pada 2014 tanpa
pengalaman diplomasi atau militer atau pandangan tegas tentang konsep-
konsep abstrak yang menjadi dasar praktik kebijakan luar negeri Indonesia,
seperti keseimbangan dinamis atau kedudukan ASEAN sebagai pusat
dalam diplomasi regional. Sebaliknya, ia menerobos masuk ke pentas
nasional sebagai walikota yang ‘bisa kerja’, dan reputasinya naik karena
menelurkan hasil-hasil cepat. Dalam kampanyenya sebagai calon presiden,
ia berjanji akan berfokus untuk mempercepat pengembangan ekonomi
Indonesia.

Dengan pandangan bahwa diplomasi sebagai upaya elitis yang terlalu
mengurusi konsep-konsep abstrak, Jokowi khususnya berpandangan
skeptis akan manfaat summit diplomacy (diplomasi multilateral lewat
pertemuan puncak), yang ia hubungkan dengan gaya keliling dunia
Yudhoyono.*® Saat ia menduduki jabatan, kebijakan luar negeri menjadi
kurang penting karena penekanan baru pada pengembangan ekonomi. la
menginstruksikan Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk berfokus pada
‘diplomasi membumi’, yang diartikan sebagai diplomasi yang akan ‘berguna
bagi rakyat, dengan fokus khusus pada perdagangan dan investasi.*'
Demikian pula, ia memulai penumpasan penangkapan ikan ilegal oleh
kapal-kapal asing, walaupun ada keberatan dari para diplomat bahwa hal itu
akan merusak hubungan Indonesia dengan para tetangganya. Peran
Tiongkok dalam masing-masing inisiatif ini semakin terbuka.

AGENDA INFRASTRUKTUR JOKOWI

Fokus untuk menarik investasi di bidang infrastruktur berada di pusat
agenda pengembangan Jokowi. Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional memperkirakan bahwa Indonesia memerlukan  sekitar
$450 miliar untuk investasi bidang infrastruktur selama lima tahun dari tahun
2015 hingga 2019, tetapi pemerintah hanya mampu menyediakan sepertiga
dari jumlah tersebut.** Indonesia mengalami kesulitan dalam tahun-tahun
belakangan ini dalam menarik investasi asing langsung pihak swasta untuk
proyek-proyek infrastruktur penting, yang terhambat oleh reputasi maraknya
korupsi serta proses regulasi yang tumpang tindih dan lambat yang
mengakibatkan pembebasan tanah dan perolehan izin menjadi sulit.**
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Untuk mengisi celah investasi infrastruktur tersebut, Jokowi telah berpaling
pada Beijing. Para penasihat Jokowi mengatakan bahwa ia mengagumi
pembangunan Tiongkok yang pesat dan memandang Presiden Tiongkok Xi
Jinping sebagai sesama pemimpin yang berorientasi pada hasil.** Dorongan
Tiongkok yang luar biasa dalam mendanai proyek-proyek infrastruktur
melalui inisiatif Jalur Sutera Maritim (Maritime Silk Road) dan Bank Investasi
Infrastruktur Asia atau Asian Infrastructure Investment Bank (AlIB) yang baru
memberikan kesempatan untuk memperoleh pendanaan dengan syarat
yang lebih baik daripada dana yang didapatkan di pasar swasta. Walaupun
Jokowi dan para penasihatnya merasa skeptis terhadap sebagian besar
institusi keuangan multilateral, mereka menyebut relatif rendahnya investasi
Tiongkok di Indonesia saat ini dan rendahnya jumlah proyek Tiongkok di
Indonesia yang telah diumumkan yang membuahkan hasil, serta
berargumen bahwa dengan sedikit usaha tambahan, lebih banyak investasi
dari Tiongkok dapat diperoleh.*

Antusiasme pemerintahan Jokowi akan investasi dari Tiongkok tampak
nyata ketika pemerintah, dalam kompetisi yang dipantau dengan ketat,
memberikan kontrak jalur kereta api berkecepatan tinggi antara Jakarta dan
Bandung senilai $6 miliar kepada konsorsium badan-badan usaha milik
negara Tiongkok dan Indonesia pada September 2015. Walaupun studi
kelaikan yang didukung pemerintah Jepang untuk jalur tersebut telah dimulai
pada 2011, Pemerintah Tiongkok baru menawarkan bantuan untuk
membangun jalur itu hanya beberapa bulan sebelum kontrak tersebut
diberikan, pada April 2015. Tawaran pihak Jepang untuk proyek itu
dianggap lebih superior di bidang teknologi dan ketentuan pembiayaan,
namun tawaran pihak Tiongkok menawarkan waktu konstruksi yang lebih
cepat, dengan biaya yang lebih rendah, dan — yang terpenting — tidak
mewajibkan jaminan pendanaan oleh Pemerintah Indonesia.*

Fokus keseluruhan Jokowi pada pencapaian hasil yang cepat dan
pembiayaan yang menarik menunjukkan bahwa jalur kereta tersebut
bukanlah kali terakhir Jokowi berpaling ke pihak Beijing untuk mendapat
investasi dalam proyek-proyek infrastruktur besar. Namun, seperti yang
dijabarkan nanti dalam analisis ini, antusiasme Jokowi akan investasi dari
Tiongkok dapat menyusut apabila Tiongkok tidak memenuhi janji-janjinya
berinvestasi di bidang infrastruktur.

MENUMPAS PENANGKAPAN IKAN ILEGAL

Salah satu perwujudan yang mencolok dari pendekatan Jokowi yang cukup
keras dalam memenuhi kepentingan nasional adalah kampanye
pemerintahannya dalam memberantas penangkapan ikan ilegal di perairan
Indonesia. Sejak bulan Desember 2014, kapal-kapal asing yang didapati
menangkap ikan secara ilegal telah disita, ditahan awak kapalnya, dan
beberapa dari kapal-kapal itu ditenggelamkan atau diledakkan secara
dramatis agar ditangkap kamera. Jajak pendapat telah mengindikasikan
bahwa penumpasan tersebut adalah salah satu kebijakan pemerintahan
Jokowi yang terpopuler.’” Jika menimbang peristiwa-peristiwa terkenal
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penangkapan ikan ilegal oleh Tiongkok yang didiskusikan tadi, kita mungkin
mengira bahwa pendekatan ini akan mengakibatkan gesekan pada
hubungan antara Jakarta dan Beijing, dan beberapa diplomat dan analis
asing telah meramalkan demikian. Namun, hal ini tidaklah terjadi.

Dalam program ini, Indonesia telah meledakkan 317 kapal penangkap ikan
asing, namun telah menangani kapal-kapal Tiongkok dengan jauh lebih
berhati-hati daripada kapal-kapal negara lain. Pada bulan Desember 2014,
sebuah kapal besar dengan para awak kapal Tiongkok telah diamankan
oleh para petugas bea cukai di Merauke, Papua, jauh dari Laut Cina
Selatan. Walaupun Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti berargumen bahwa
kapal tersebut seharusnya ditenggelamkan, rekan-rekannya di Kabinet
berpendapat bahwa melakukan hal itu akan membuat Tiongkok marah.®®
Setelah Kabinet memutuskan bahwa kapal tersebut tidak ditenggelamkan,
Susi terus berargumen agar Indonesia menenggelamkan sebuah kapal
Tiongkok, untuk menunjukkan bahwa tidak ada kapal negara mana pun
yang dapat beroperasi secara kebal hukum. Pada bulan Mei 2015, para
pejabat Indonesia diam-diam membenamkan sebuah kapal penangkap ikan
Tiongkok yang telah ditangkap enam tahun sebelumnya.* Tidak ada kapal
Tiongkok yang dibenamkan lagi sejak saat itu.** Rencana untuk
membenamkan beberapa kapal Tiongkok bersama dengan puluhan kapal-
kapal asing lain pada hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2016,
dibatalkan pada detik-detik terakhir.*'

Selain itu, keengganan Indonesia untuk membangkitkan kemarahan
Tiongkok dalam bidang penegakan hukum telah ditunjukkan oleh Indonesia
yang menahan diri dalam forum-forum diplomasi multilateral.

ABSENNYA INDONESIA DALAM DIPLOMASI
MULTILATERAL

Penekanan Jokowi pada pencapaian hasil-hasil ekonomi dalam negeri yang
konkrit dan sikap skeptisnya terkait diplomasi melalui konferensi tingkat
tinggi multilateral telah menyebabkan peran diplomasi Indonesia kurang aktif
dibandingkan peran diplomasi di bawah pemerintahan Yudhoyono,
termasuk dalam cara-cara yang telah menguntungkan Beijing. Perubahan
ini paling terlihat di dalam ASEAN, yang telah bergantung pada
kepemimpinan Indonesia dalam upaya memajukan norma-norma regional
dan membentuk konsensus tentang norma-norma itu di konferensi-
konferensinya. Akan tetapi, di bawah kepemimpinan Jokowi, ASEAN telah
berubah dari “landasan utama” (“the cornerstone”) kebijakan luar negeri
Indonesia menjadi “sebuah batu landasan saja” (“a cornerstone”), menurut
kata mantan penasihat utamanya di bidang luar negeri, Rizal Sukma.*?
Pendekatan Indonesia terhadap dua krisis setelah pertemuan-pertemuan
ASEAN, satu pada tahun 2012 di bawah kepemimpinan Yudhoyono dan
satu pada tahun 2016 di bawah kepemimpinan Jokowi, menggambarkan
perbedaannya.
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Pada tahun 2012, untuk pertama kalinya dalam sejarah organisasi ini para
menteri luar negeri ASEAN merasa tidak dapat mencapai kesepakatan
tentang sebuah pernyataan resmi bersama (communiqué) karena ketua
pertemuan tersebut yang berasal dari Kambodia tidak mau menyetujui
pernyataan yang mengkritik aksi-aksi Tiongkok di Laut Cina Selatan. Menteri
Luar Negeri pada saat itu, Natalegawa, menjalankan shuttle diplomacy
selama 72 jam untuk memastikan sebuah pernyataan kompromi dapat
diterbitkan tidak lama sesudahnya.*?

Namun, saat krisis serupa setelah pertemuan tingkat menteri Tiongkok-
ASEAN di Yuxi, Tiongkok, pada bulan Juni 2016, tidak ada usaha sebanding
dari pihak Indonesia untuk membentuk konsensus di antara para anggota
ASEAN.* Beberapa hari sebelum pertemuan tersebut, para menteri negara-
negara Asia Tenggara telah menyepakati bahwa Singapura, negara
koordinator di ASEAN untuk hubungan dengan Tiongkok, akan
menyampaikan pernyataan kepada pers di akhir pertemuan tersebut.
Walaupun pernyataan itu hanya secara tidak langsung mengkritik tindakan
Tiongkok, namun pernyataan itu bagaimanapun juga merupakan indikasi
yang jelas dan terpadu mengenai kekhawatiran ASEAN atas perilaku
Tiongkok di Laut Cina Selatan, hanya sebulan sebelum pengadilan arbitrase
di Den Haag dijadwalkan memberikan putusannya dalam gugatan Filipina
kepada Tiongkok atas perilaku tersebut.

Pada saat itu, Tiongkok sungguh-sungguh mencari dukungan internasional
atas argumennya bahwa pengadilan tersebut tidak memiliki yurisdiksi dan
perkara tersebut tidak berdasar. Saat para pejabat Tiongkok mengetahui
bahwa pernyataan itu akan diberikan, mereka menekan Kambodia, yang
telah menerima miliaran dolar dana bantuan dari Tiongkok dalam tahun-
tahun belakangan, agar menarik persetujuannya atas pernyataan tersebut.
Kambodia melakukan hal itu, sehingga menghilangkan konsensus ASEAN
dan mencegah menteri luar negeri Singapura menyampaikan kritiknya di
hadapan pers. (Seorang pejabat Malaysia tanpa sengaja membocorkannya
beberapa jam kemudian.)

Tidak seperti pada tahun 2012, tidak ada langkah heroik dari penerus
Natalegawa untuk jabatan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Walaupun ia
telah meminta izin Presiden Joko Widodo untuk memainkan peran serupa
seperti yang dimainkan oleh Natalegawa dalam krisis sebelumnya, Presiden
menunjukkan keengganan, khawatir bahwa upaya penting dari Indonesia
seperti itu akan membangkitkan kemarahan Tiongkok.** Beberapa hari
kemudian, Singapura berupaya untuk merekonstruksi konsensus yang telah
ada beberapa hari sebelumnya, namun tak berhasil.*® Kasus ini
menggambarkan terbatasnya kemampuan negara-negara ASEAN lainnya
untuk membentuk konsensus di antara para anggotanya, dan betapa
signifikan ketidakhadiran Indonesia dalam upaya-upaya itu.

Sejak pertemuan di Yuxi pada Juni 2016 itu, telah ada indikasi-indikasi lain
bahwa Jokowi merasa enggan untuk mengkritik Tiongkok dalam konteks
diplomasi regional. Misalnya, sebulan setelahnya, saat Retno menganjurkan
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tanggapan oleh kementerian luar negeri terkait putusan pengadilan arbitrase
dalam kasus Filipina melawan Tiongkok, pada awalnya Jokowi mencoret
penyebutan UNCLOS dari pernyataan itu. Baru kemudian setelah ada
intervensi dengan presiden oleh Luhut, menteri koordinator bidang politik,
hukum, dan keamanan dan seorang penasihat dekat Jokowi, yang
meyakinkan Jokowi bahwa penyebutan kata tersebut tidak akan membuat
Tiongkok marah dan sebaiknya dimasukkan.*’

Retno akhirnya kemudian mendapat persetujuan untuk menjalankan
diplomasi yang lebih aktif pada bulan Juli 2016, saat ia memainkan peran
penting dalam mendorong rekan-rekannya mencapai pernyataan resmi
bersama (communiqué) yang berdasarkan konsensus di Pertemuan Para
Menteri Luar Negeri ASEAN atau ASEAN Foreign Ministers’ Meeting di
Vientiane, Laos. Upaya itu menyelamatkan muka ASEAN.*® Namun, pada
umumnya selagi Tiongkok meningkatkan aktivitasnya di sekeliling
Kepulauan Natuna, Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi telah
menanggapinya dengan menekankan kapabilitas militernya sambil
meninggalkan peran diplomasi utama dalam persengketaan Laut Cina
Selatan yang lebih luas yang sudah dijalankan di bawah kepemimpinan
Yudhoyono. Di Laut Cina Selatan, Jokowi tampaknya cukup puas bila
Indonesia berjalan sendiri.

PUNCAK PERTALIAN TIONGKOK-INDONESIA?

Namun pola keseganan Jakarta akhir-akhir ini kepada Beijing — dalam hal
investasi, dalam kampanyenya melawan penangkapan ikan ilegal, dan
dalam diplomasi regional — dapat gagal mencapai maksudnya karena
kegelisahan yang sudah lama ada, ketegangan antargolongan masyarakat,
tantangan-tantangan dalam melaksanakan investasi bidang infrastruktur,
atau peningkatan konfrontasi di sekitar Kepulauan Natuna. Peninjauan atas
risiko-risiko ini menunjukkan bahwa hubungan kedua negara mungkin telah
mencapai titik tertinggi di bawah kepemimpinan Jokowi.

KEGELISAHAN YANG SUDAH LAMA ADA DAN KETEGANGAN
ANTARGOLONGAN MASYARAKAT

Para pejabat Indonesia sejak dulu telah melihat peran pihak Beijing di
kawasan tersebut dengan kegelisahan mendalam, sejak masa hubungan
dekat antara Partai Komunis Tiongkok dengan Partai Komunis Indonesia
(PKI). Menurut versi resmi sejarah peristiwa Indonesia, yang diragukan oleh
beberapa akademisi namun masih diterima luas di Jakarta, PKI berupaya
untuk melakukan kudeta dengan dukungan dari Tiongkok.** Hubungan
antara Jakarta dan Beijing baru dipulihkan pada tahun 1990, lama setelah
sebagian besar negara-negara tetangga Indonesia melakukannya.*

Sejarah politik Indonesia juga dipenuhi dengan kegelisahan nasionalistis
mengenai kesetiaan komunitas warga Tionghoa. Warga Tionghoa
Indonesia selama ini menghadapi kebencian karena kekayaan komunitas ini
yang relatif lebih besar dibandingkan komunitas lain di Indonesia dan
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perlakuan pilih kasih oleh Belanda. Di bawah kepemimpinan Suharto, warga
Tionghoa di Indonesia dipaksa untuk berasimilasi dan meninggalkan aspek-
aspek budayanya, dan selama beberapa hari sebelum kejatuhannya,
kerusuhan-kerusuhan anti-Cina menerpa komunitas-komunitas di banyak
tempat di Indonesia. Sejak kembalinya demokrasi, warga Tionghoa
Indonesia telah semakin makmur dan banyak yang telah terhubung kembali
dengan budaya Tiongkok. Satu bagian yang lebih kecil telah
“mengorientasikan diri kembali” kepada daratan Tiongkok, dan membangun
hubungan-hubungan bisnis kembali dengan daratan Tiongkok.”’

Hal-hal ini adalah kegiatan-kegiatan biasa bagi komunitas diaspora yang
memiliki pertalian budaya di luar negeri yang seharusnya tidak menimbulkan
pertanyaan tentang kesetiaan mereka baik dalam atau pun tentang diri
mereka sendiri. Tetapi tetap saja ada sebagian masyarakat Indonesia yang
memendam kecurigaan yang berkepanjangan terhadap kesetiaan warga
Tionghoa di Indonesia, dan mereka merasa cemas akan pertalian ekonomi
komunitas ini dengan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok yang semakin
menguat. Menyadari keresahan ini, banyak warga Indonesia penganut
paham pluralis — termasuk orang-orang di dalam lingkungan agama dan
politik Jokowi — merasa enggan melihat penurunan dalam hubungan kedua
negara karena takut bahwa penurunan itu akan merangsang ketegangan
antar golongan masyarakat, dan menghancurkan keharmonisan antarsuku
bangsa di dalam negeri ini yang telah dicapai dengan susah payah.

Ketegangan-ketegangan yang melingkupi pemilihan gubernur Jakarta pada
bulan Februari 2017 membuat semua kekhawatiran ini semakin akut.
Gubernur Kristen dari suku Tionghoa provinsi tersebut, Basuki Tjahja
Purnama, telah diserang dengan alasan ras dan agama dalam masa
persiapan menuju pemilihan, dengan sedikitnya 50.000 orang berunjuk rasa
di jalan-jalan pada bulan November 2016 menuntut agar ia ditahan atas
tuntutan yang dibuat-buat mengenai penistaan agama.’* Jika ketegangan-
ketegangan sampai tak terkendalikan, atau jika pihak Beijing melakukan
intervensi — baik secara retorika atau cara lain — yang memihak warga
Tionghoa di Indonesia dengan cara yang menyebabkan masyarakat
Indonesia mempercayai adanya pelanggaran norma-norma kedaulatan,
akan semakin sulit bagi Jokowi untuk bekerja sama dengan Tiongkok atau
untuk turut mempertimbangkan kepentingan Tiongkok. Intervensi semacam
ini bukannya tidak masuk akal. Pada bulan September 2015, komentar-
komentar duta besar Tiongkok untuk Kuala Lumpur mengenai perlakuan
Malaysia terhadap etnis Tionghoa di Malaysia di tengah-tengah ketegangan
serupa memicu badai kritik.**

TANTANGAN-TANTANGAN TERKAIT INVESTASI DARI TIONGKOK

Meningkatnya investasi-investasi penting Tiongkok menghadirkan risiko
pada hubungan Tiongkok-Indonesia dalam dua cara. Pertama, banyak
warga Indonesia yang merasa curiga pada umumnya terhadap
pendatangan tenaga kerja asing, dan pada khususnya terhadap tenaga
kerja dari Tiongkok. Ada rasa takut bahwa pekerja Tiongkok akan
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membanjiri Indonesia jika Indonesia menerima investasi dari Tiongkok,
walaupun kenyataannya jumlah pekerja Tiongkok saat ini cukup sedikit.**
(Para pejabat Tiongkok mengklaim bahwa penggunaan tenaga kerja
Tiongkok yang tidak terampil tidaklah ekonomis, karena mendatangkan
tenaga kerja Tiongkok akan lebih mahal.)*®

Namun, segi politik dari isu ini mungkin membuat investasi Tiongkok
menjadi kurang menarik bagi Jokowi. Pada bulan Agustus 2015, selagi
kompetisi untuk proyek kereta Jakarta-Bandung berkecepatan tinggi
semakin  seru, majalah berita Indonesia terkemuka, Tempo,
mempublikasikan berita utama yang mengkritik penggunaan tenaga kerja
Tiongkok. Berlatar belakang merah yang serasa mengancam, Tempo
menggambarkan Jokowi sebagai tenaga kerja Tiongkok, di samping teks
“Selamat datang, Buruh Cina”.*°

Kedua, proyek-proyek infrastruktur Tiongkok di Indonesia telah memperoleh
reputasi kualitas rendah dan penyelesaian yang terlambat. Banyak pejabat
Indonesia yang mengerjakan investasi-investasi Tiongkok di pemerintahan
Yudhoyono menyebut contoh pembangkit listrik Celukan Bawang di Bali,
yang bertahun-tahun telat diselesaikan dan hanya memiliki sebagian saja
kapasitas yang dijanjikan.*’

Keputusan Jokowi untuk memberikan proyek kereta cepat kepada
konsortium Tiongkok-Indonesia merupakan kesempatan bagi para investor
Tiongkok untuk menunjukkan bahwa mereka dapat menyelesaikan proyek
tepat waktu, sesuai anggaran, dengan kualitas tinggi, dan dengan sedikit,
jika ada, buruh Tiongkok. Jika proyek tersebut berhasil, Indonesia akan
cenderung semakin berpaling pada Tiongkok untuk mendapat bantuan
dalam investasi bidang infrastruktur. Namun, bila Tiongkok menyinggung
sensitivitas masyarakat Indonesia, maka proyek ini dapat membuat Jokowi
dan para menterinya kapok dengan investasi Tiongkok selanjutnya.
Demikian pula, para investor Tiongkok mungkin belajar bahwa tantangan-
tantangan regulasi dan pengaturan yang cenderung menjauhkan para
investor sektor swasta dari proyek-proyek besar di Indonesia lebih banyak
merepotkan daripada memberi hasil bagi penambahan investasi, dan
mungkin lama kelamaan menarik diri.

ESKALASI DI SEKITAR KEPULAUAN NATUNA

Walaupun ada masa-masa tegang di Natuna Besar selama konfrontasi di
bulan Maret 2016 antara kapal-kapal penegak hukum Indonesia dan
Tiongkok, Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi belum berupaya untuk
memberi pihak Beijing sanksi dengan menciptakan halangan-halangan
berinvestasi, meledakkan kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok yang
tertangkap, atau mengambil sikap yang lebih tegas dalam diplomasi
regional. Setelah insiden ini, perilaku Kapal Pengawas Pantai Tiongkok di
sekitar Kepulauan Natuna telah menjadi cukup terkendali. Dalam dua
insiden sesudahnya, kapal-kapal pengawas pantai Tiongkok tidak berusaha
untuk mengintervensi atau mencegah penahanan para nelayan Tiongkok
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oleh Indonesia. Sejak itu, Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti telah memberi
tahu para reporter bahwa kapal-kapal penangkap ikan Tiongkok tidak lagi
terlihat di perairan dekat Kepulauan Natuna.

Namun seperti yang dicatat tadi, keberadaan para nelayan Tiongkok di
sekitar Kepulauan Natuna nampaknya bersifat musiman. Berdasarkan pola-
pola sebelumnya, mereka bisa saja kembali antara bulan Maret dan Juli
2017. Jika mereka kembali, dan ada insiden antara kapal AL atau kapal
penegak hukum Indonesia dengan Kapal Pengawas Pantai Tiongkok yang
meningkat hingga pada tingkat yang menyebabkan korban jiwa dari pihak
Indonesia, maka mungkin akan sulit bagi Jokowi untuk menekan sentimen
anti Tiongkok, dan situasi itu akan memerlukan respon yang melebihi
pengiriman tentara dan alutsista ke Ranai.

Jika hubungan Tiongkok-Indonesia memang memburuk, mungkin sekali
tidak akan sejauh itu. Ketidakberpihakan dan preferensi Indonesia sejak
dulu untuk mempertahankan “keseimbangan dinamis” akan menjadi daya
penarik ke arah keseimbangan kebijakan Indonesia, dan menjaga agar
Indonesia tidak mengadopsi posisi yang terlalu anti Tiongkok.

KESIMPULAN

Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi dapat diperkirakan terus
menjalankan aksi unilateral untuk memperkuat posisi Indonesia di
Kepulauan Natuna, baik melalui pengiriman tenaga militer dan peningkatan
kegiatan ekonomi yang diarahkan negara. Namun, Indonesia di bawah
kepemimpinan Jokowi belum menjalankan peran kepemimpinan yang efektif
di dalam ASEAN terkait isu lebih luas mengenai Laut Cina Selatan karena
tiga alasan.

Pertama, sikap Indonesia yang tidak memihak telah lama membuat
Indonesia pada dasarnya bersikap skeptis mengenai keberpihakan pada
satu sisi atau sebaliknya dalam ketegangan di antara negara-negara
adikuas. Kedua, Jokowi sendiri merasa skeptis akan manfaat konsep-
konsep abstrak yang diperjuangkan dan summit diplomacy (diplomasi
melalui pertemuan tingkat tinggi) yang diperlukan untuk melindungi konsep-
konsep itu. Ketiga, Jokowi ingin mempertahankan hubungan yang baik
dengan Tiongkok untuk memastikan bahwa upaya-upaya untuk memikat
investasi Tiongkok yang lebih besar untuk proyek-proyek infrastrukturnya
terlindungi. Namun, jika sikap-sikap terhadap investasi Tiongkok berubah
seiring berjalannya waktu akibat kinerja buruk, atau jika konfrontasi di sekitar
Kepulauan Natuna meningkat, atau ketegangan antargolongan masyarakat
memanas, situasi itu dapat melemahkan minat Jokowi untuk
mempertahankan hubungan yang baik dengan Tiongkok.

Keengganan Jokowi untuk menyetujui agar Indonesia mengambil peran
sebagai pemimpin yang lebih tegas terkait isu ini dapat mengacaukan
keamanan Indonesia. Indonesia memiliki kepentingan jangka panjang pada
ASEAN vyang kuat, pada ketertiban yang berdasarkan aturan yang
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mengekang prerogatif negara-negara adikuasa di kawasan ini, dan pada
perdamaian dan kestabilan yang ditopang oleh keduanya. Kepemimpinan
Indonesia di dalam ASEAN akan memberi perlindungan kepada negara-
negara ASEAN yang lebih kecil untuk mengambil sikap melawan agresi
Tiongkok, sehingga aksi bersama negara-negara ASEAN semakin mudabh.

Akan tetapi, tanpa kepemimpinan Indonesia yang kuat, ASEAN akan terus
mengalami kesulitan mencapai konsensus terkait isu ini, dan Tiongkok akan
terus mengambil keuntungan dari perpecahan ASEAN untuk terus mengejar
ambisinya di Laut Cina Selatan, dengan konsekuensi diplomasi yang kecil
saja. Konsensus ASEAN bukanlah obat mujarab untuk tantangan-tantangan
di Laut Cina Selatan; namun, tidak adanya konsensus membuat
pengelolaan tantangan-tantangan itu semakin sulit. Keengganan Indonesia
untuk memimpin ASEAN juga melemahkan kepentingan Indonesia dalam
mengurangi ketegangan regional dan mencegah Asia Tenggara menjadi
tempat kompetisi antara kekuatan-kekuatan besar dunia, karena tanpa
ASEAN yang kuat dan bersatu, Amerika Serikat merasa terdorong untuk
lebih menjalankan peran pemimpin untuk menolak balik tindakan-tindakan
Tiongkok di Laut Cina Selatan.

Pendekatan unilateral Jokowi mungkin telah menstabilkan situasi di sekitar
Kepulauan Natuna saat ini. Namun, nantinya Indonesia akan mendapati
bahwa usaha-usaha unilateral apa pun untuk menopang posisinya di
Kepulauan Natuna akan dikalahkan oleh kapasitas militer dan komersial
Tiongkok yang lebih besar daripada kapasitas Indonesia, dan yang
sekarang berada jauh lebih dekat dengan perairan Indonesia daripada
sebelumnya. Untuk keuntungan jangka panjang, Indonesia akan lebih baik
memberikan lebih banyak perhatian kepada kepemimpinannya dalam
bidang diplomasi.
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